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Dunia pendidikan kembali berduka setelah terjadinya penganiayaan berujung maut 
yang dilakukan seorang murid SMAN 1 Torjun Sampang Madura.  Ahmad Budi Cahyono 
(26) seorang guru seni yang masih berstatus honorer di sekolah tersebut akhirnya harus 
menghembuskan nafas terakhir setelah dianiaya oleh muridnya sendiri karena merasa 
tersinggung dan dendam telah diperingatkan oleh sang guru karena ulahnya yang tidak 
mengindahkan pelajaran sang guru.  
Kasus ini bukan yang pertama terjadi, sebelumnya sudah terjadi berbagai peristiwa 
yang bernada “kriminalisasi” guru dan tenaga kependidikan. Sebutlah misalnya seorang guru 
kewirausahaan di kabupaten Wajo Sulawesi Selatan akhir tahun lalu harus berurusan dengan 
pengadilan karena dipolisikan oleh orang tua siswa karena mencubit anak didiknya yang 
main hand phone (HP) saat pelajaran berlangsung meski akhirnya sang guru divonis bebas. 
Kasus senada sebelumnya juga menimpa seorang guru olahraga sebuah SMK di Waru 
Sidoarjo. Guru bernama Muhammad Hefri (27) ini dipolisikan gara-gara memukul muridnya 
M. Dian Wahyudi (16). Peristiwa pemukulan ini berawal pada saat pelajaran olahraga dimana 
Wahyudi tidak membawa pakaian olahraga, dia dilarang untuk mengikuti pelajaran tersebut. 
Karena dilarang mengikuti pelajaran maka  Wahyudi jengkel dan memaki-maki 
gurunya dengan ucapan yang tidak pantas diucapakan oleh seorang siswa. Meski saat itu sang 
guru dicaci maki dan diajak berkelahi  oleh Wahyudi, tetapi ditanggapi dengan cara diam. 
Tetapi peristiwa itu berbuntut di luar jam pelajaran sampai terjadi pemukulan pada Wahyudi, 
maka orang tuanya lalu melaporkan sang guru ke polisi.  
Kalau diteliti ke belakang akan masih banyak lagi kasus serupa, pembelajaran dan 
pendidikan yang berujung sampai kepolisian dan pengadilan. M.J. Langeveld seorang ahli 
pendidikan bangsa Belanda mendefinisikan pendidikan adalah bimbingan secara sadar yang 
dilakukan oleh orang dewasa (guru) terhadap anak yang belum dewasa (murid) dalam rangka 
pengembangan diri mencapai kedewasaan dan rasa tanggung jawab, itulah makna pendidikan 
sejak zaman dahulu sampai zaman now. Benjamin S. Bloom dalam Taxonomy (1956)  
mengemukakan bahwa ruang lingkup bimbingan, pengembangan dan pembinaan  guru 
terhadap siswa tersebut meliputi tiga domain (ranah) yaitu ranah cognitive (intelektualitas), 
ranah  psychomotor (skills dan ketrampilan) dan ranah affective ( sikap mental, moral dan 
etika)  yang ketiganya harus ditumbuhkan secara seimbang dan terpadu dalam diri setiap 
peserta didik.  Nah, dalam proses interaksi guru-murid berkenaan dengan pengembangan 
ketiganya inilah sering kali ada gap antara das sain (kenyataan) dan das sollen (keinginan) 
yaitu antara sikap yang seharusnya dilakukan oleh guru selaku pendidik dilengkapi dengan 
kode etik guru yang telah disepakati oleh para ahli pendidikan termasuk oleh PGRI (9 poin 
rumusan) dengan sikap siswa sebagai peserta didik yang memiliki kewajiban patuh dan taat 
pada tata tertib sekolah bahkan ada yang memiliki ikrar setia pada sekolah dan guru. 
Secara sosiologis-kultural kalaulah semua pihak pada komunitas sekolah (pimpinan 
sekolah, guru, siswa, wali murid) menyadari bahwa semua aktifitas yang dilakukan oleh 































warga komunitas sekolah tersebut dalam konteks “mendidik”, ‘membimbing” dan 
“mengembangkan” ketiga ranah tersebut agar terwujud pribadi utuh “Pinter”, “Terampil” dan 
“Berkarakter” bukan dalam dalam konteks menghukum, menyakiti atau mempermalukan 
siswa, pastilah semua aktifitas interaksi guru-murid itu akan berjalan alamiah, wajar dan tidak 
akan berujung pada proses hukum.  
Semua pendidik selayaknya harus menyadari bahwa mendidik itu harus 
mengedepankan keteladanan dan dengan kasih sayang, menjauhi hukuman kecuali memang 
tingkat pembangkangan siswa sudah melampaui batas, dan kalaulah menghukum agar sebisa 
mungkin menghindari yang bersifat fisik. Demikian halnya pihak siswa dan wali siswa , 
sudah seharusnya menyadari bahwa hukuman yang diberikan sang guru sebenarnya akibat 
perilaku mereka yang menyimpang, dan menerima hukuman ini sebagai bentuk rasa 
tanggung jawab dan sportivitas mereka sebagai pihak yang membutuhkan bimbinbgan dan 
pembinaan dari guru.   
Secara yuridis-formal saat ini sebenarnya dengan adanya Undang Undang Guru 
Dosen (UUGD) No. 14/2005 dan PP. No. 74/2008 jo. PP. No. 19/2017 tentang Guru telah 
memberi perlindungan pada guru dalam melaksanakan tugasnya. Pada pasal 7 ayat (1) huruf 
h UUGD  mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dinyatakan: (1) 
Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan 
wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. (2) Perlindungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, 
serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, 
perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang 
tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4) Perlindungan profesi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan 
kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak 
wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan 
pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. (5) 
Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, 
kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.  
Namun disisi lain guru juga rawan dipersoalkan dalam tindakannya yang dianggap 
melampaui batas. Pasal yang biasanya dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan 
terhadap anak oleh guru adalah Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari 
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di 
dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Adapun jenis-jenis 
kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual.  
Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru kepada siswanya  yang pada 
waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti 
menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, 
sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas 
tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.  Jadi nasib pahlawan tanpa tanda jasa ini saat 































ini masih di persimpangan jalan, ke depan perlu segera ada ketegasan sikap dari pemangku 
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